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PUTUSAN
Nomor 98 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa  perkara  tata  usaha  negara  pada  peninjauan  kembali  telah

memutus dalam perkara:

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,  berkedudukan

di Kampus  Universitas  Negeri  Jakarta,  Jalan  Rawamangun

Muka, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220;

Dalam hal  ini  diwakili  oleh kuasa H. Abd. Rahim Hasibuan,

S.H.,  M.H.,  dan  kawan,  kewarganegaraan  Indonesia,  para

Advokat  dan  Pengacara,  beralamat  di  Jakarta  Timur,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

NUR ALAM,  kewarganegaraan Indonesia,  tempat  tinggal  di

Jalan  Dwijaya  11  Nomor  1,  RT  029,  RW  007,  Kelurahan

Klegen,  Kecamatan  Kartoharjo,  Kota  Madiun,  pekerjaan

Pensiunan PNS;

Dalam  hal  ini  diwakili  oleh  kuasa  Didi  Supriyanto,  S.H.,

M.Hum.,  dan  kawan-kawan,  kewarganegaraan  Indonesia,

para  Advokat  pada Kantor  Hukum DN &  Partners  Lawfirm,

beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 15 Maret 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  surat-surat  yang  bersangkutan  yang  merupakan  bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat-surat  yang  bersangkutan,

Penggugat  dalam  gugatannya  memohon  kepada  Pengadilan  untuk

memberikan Putusan sebagai berikut:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan  batal atau tidak  sah Keputusan Rektor Universitas Negeri

Jakarta Nomor 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar Doktor

dan Ijazah atas nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019;

3. Mewajibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Keputusan  Rektor  Universitas

Negeri Jakarta Nomor 920/UN39/PK.05/2019 tentang Pencabutan Gelar

Doktor dan Ijazah atas nama Nur Alam tertanggal 18 September 2019;

4. Mewajibkan  Tergugat  untuk  merehabilitasi  kedudukan,  harkat  dan

martabat Penggugat seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau  apabila  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  berpendapat  lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan

eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

hari;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

3. Gugatan Penggugat kurang pihak/subyek hukum;

Menimbang,  bahwa  gugatan  tersebut  dikabulkan  seluruhnya oleh

Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta,  dengan  Putusan  Nomor

7/G/2020/PTUN.JKT,  tanggal  29  Juli 2020,  kemudian  di  tingkat banding

putusan  tersebut  dibatalkan oleh  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara

Jakarta,  dengan  Putusan  Nomor  270/B/2020/PT.TUN.JKT,  tanggal 30

November 2020, terhadap  permohonan  kasasi  tersebut  selanjutnya

dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 292 K/TUN/2021,

tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  terakhir  ini  diberitahukan

kepada  Pemohon  Peninjauan  Kembali  pada  tanggal  29  November  2021,

kemudian  terhadapnya  oleh  Pemohon  Peninjauan  Kembali  diajukan

permohonan  peninjauan  kembali  disertai  dengan  alasan-alasannya  yang

diterima di  Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  Jakarta  tersebut

pada tanggal 21 Januari 2022;
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Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali  a quo beserta

alasannya  telah  diberitahukan  kepada  pihak  lawan  dengan  saksama,

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara  yang ditentukan dalam

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali  tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Memori  Peninjauan  Kembali  yang

diterima tanggal 21 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari  Putusan  ini,  Pemohon  Peninjauan  Kembali memohon  kepada

Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima  permohonan  peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan

Kembali;

2. Membatalkan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  292  K/TUN/2021,

tanggal 18 Agustus 2021;

3. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  Nomor

7/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 29 Juli  2020 ;

Mengadili Sendiri:

1. Menguatkan Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Jakarta

Nomor 270/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 30 November 2020;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/

Penggugat untuk membayar biaya perkara; 

Menimbang,  bahwa terhadap Memori  Peninjauan Kembali  tersebut,

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Kembali pada  tanggal  17  Maret  2022, yang  pada  intinya  agar  menolak

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan-alasan  peninjauan  kembali

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa  alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan

Mahkamah  Agung  di  tingkat  kasasi  telah  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau

kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa  keterlambatan  mengajukan  upaya  administratif  tidak

menghilangkan  hak  gugat  untuk  memperjuangkan  hak  konstitusional
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melalui  pengadilan  dalam  bingkai  negara  hukum,  karena  ketentuan

Pasal  75 sampai  dengan Pasal  78  Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  tidak  bersifat  imperatif  dan

tidak mengatur secara eksplisit  bagi masyarakat yang tidak menerima

keputusan  dan/atau  tindakan  Pejabat  Pemerintahan  “diharuskan”

mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administrasi;

- Bahwa  objek  sengketa  diterima  oleh  Penggugat  pada  tanggal  6

November  2019,  sementara  gugatan  didaftarkan  pada  tanggal  13

Januari  2020,  dengan demikian pengajuan gugatan tidak lewat  waktu

dan gugatan a quo secara formal telah terpenuhi;

- Bahwa penerbitan objek sengketa mengandung kekurangan yuridis dari

aspek formal prosedural karena tidak dibuat persandingan antara karya

ilmiah  mahasiswa  dengan  karya  dan/atau  karya  ilmiah  yang  diduga

merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa sebagaimana

diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan

Penanggulangan  Plagiat  Di  Perguruan  Tinggi.  Di  samping  itu,  pada

persidangan  judex  factie  tingkat  pertama,  Tergugat  tidak  dapat

membuktikan bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada adanya

usulan dan persetujuan dari senat sebagaimana diatur dalam Pasal 21

ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri  Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi

Republik  Indonesia  No.  42  Tahun  2018  tentang  Statuta  Universitas

Negeri Jakarta juncto. Pasal 46 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Peraturan

Rektor  Universitas  Negeri  Jakarta  Nomor  7  Tahun  2018  tentang

Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka

permohonan peninjauan kembali  yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun
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2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2009,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004

tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang

Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  serta  peraturan  perundang-undangan  lain

yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak  permohonan  peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan

Kembali: REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA;

2. Menghukum  Pemohon  Peninjauan  Kembali  membayar  biaya  perkara

pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada  hari  Kamis,  tanggal  9  Juni  2022,  oleh  Prof.  Dr.  H.  Supandi,  S.H.,

M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  itu juga oleh

Ketua Majelis  dengan dihadiri  Hakim-Hakim Anggota  tersebut,  dan Retno

Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

                 Anggota Majelis: Ketua Majelis,

                               ttd.                                                           ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

                               ttd.
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Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

                                                                                               ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK Rp  2.48  0  .000,00  

Jumlah Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001
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